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Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 1840/Pdt.G/2019/PA.Cbn 

Salinan P U T U S A N 

Nomor 1840/Pdt.G/2019/PA.Cbn 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: 

 

P, tempat/tangal lahir Bogor/27 Maret 1993, umur 26 tahun, agama Islam, 

pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat 

kediaman di xxx Kecamatan xxx, Kabupaten Bogor, Jawa 

Barat,, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus 

bertanggal 21 Maret 2019 telah memberikan kuasa kepada 

Idrus Umar, SH., Tamba Musta Harianja, SH., M.Kn. dan Dzikril 

Akbar Tanjung, SH. , para advokat/kuasa hukum pada Law 

Office Idrus Umar & Partners dan telah memilih domisili pada 

kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl KSR Dadi Kusmayadi 

No.20 RT.03/06 Kel Tengah Kec Cibinong Kab Bogor sebagai 

Penggugat; 

melawan 

T, tempat/tangal lahir Bogor/27 Maret 1991, umur 28 tahun, agama Islam, 

pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat 

kediaman di xxx, Kecamatan xxx, Kota Bekasi,, sebagai 

Tergugat; 

 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat 

bukti Penggugat di persidangan; 

 

Duduk Perkara 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 

Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada 

hari itu juga dengan register perkara Nomor 1840/Pdt.G/2019/PA.Cbn, 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013 telah dilangsungkan 

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota 

Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 

1231/122/IX/2013 tertanggal 17 September 2013;   

2.  Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Villa 

Nusa Indah 5 Blok SF3 NO.23,Cluster Murai, Ciangsana Bogor;   

3. Bahwa  selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul 

sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), serta dikaruniai seorang 

anak laki- laki, yang bernama Keenan Sakhi Pratama, lahir di Bogor 19 

Januari 2014;   

4.Bahwa kebahagiaan yang dirasakan  Penggugat 

setelah  berumah  tangga  dengan  Tergugat hanya berlangsung sampai 

awal tahun 2018 karena sejak saat itu ketenteraman rumah  tangga 

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan 

dan  pertengkaran yang terus menerus;                          

5.  Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut 

dikarenakan;     

    5.1.  Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;   

5.2. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dari awal pernikahan sampai 

sekarang dan Penggugatlah yang selama ini bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga;   

   5.3. Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dalam menjalankan 

kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;   

6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat 

agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak 

berhasil;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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7.  Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus 

sehingga akhirnya pada awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah 

rumah serta tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri 

sampai sekarang walaupun masih tinggal dalam satu rumah;   

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, 

sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak 

tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah 

tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta 

tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;   

9.  Bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya menginginkan anak yang 

bernama Keenan Sakhi Pratama, Laki-laki, umur 5 tahun;   

10. Bahwa demi masa depan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, 

maka Penggugat memohon hak asuhnya diberikan kepada Penggugat 

dengan alasan :      

10.1. Selama ini anak tersebut sudah tinggal bersama Penggugat dan 

dalam perawatan serta pengawasan Penggugat;   

   10.2.  Anak-anak tersebut masih dibawah umur dan/atau belum mandiri;   

    10.3. Penggugat selama ini mampu dan sanggup untuk merawat anak 

tersebut;   

11. Bahwa anak yang bernama Keenan Sakhi Pratama, Laki-laki, umur 5 

tahun, saat ini masih sangat memerlukan tuntunan dan bimbingan 

khususnya mengenai pendidikan akhlak dan agama sampai dewasa dan 

mandiri, sehingga Penggugat mengajukan permohonan hak asuh 

(hadhonah) untuk anak tersebut di Pengadilan Agama Cibinong;   

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan 

Agama Cibinong Cq majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong segera 

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang 

amarnya  berbunyi;  

  

 

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Terggugat (Reza Dekalia Putra bin 

Decky Dwi Adrianto) terhadap Penggugat  (Dessy Artaty Harianja alias 

Deisy Artati Harianja binti Damaskus Harianja);   

3. Menetapkan anak yang bernama Keenan Sakhi Pratama, Laki-laki, umur 5 

tahun, hak pengasuhan (hadhonah) berada di bawah pemeliharaan 

Penggugat;   

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;   

 Dan 

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya 

(ex eaquo et bono);  

 Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan 

Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di 

persidangan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat 

dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat 

dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian 

masing-masing; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh 

Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, dengan Mediator bernama 

Firdaus, S.H,  serta telah dilakukan mediasi dengan berupaya mendamaikan 

para pihak akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya 

tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau 

penambahan; 

Menimbang, bahwa setelah sidang pembacaan gugatan tersebut, 

Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak mewakilkan kepada orang lain 

sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan walaupun telah diperintahkan 

untuk hadir dan dipanggil untuk hadir sebagaimana relaas panggilan Nomor 

1840/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 31 Juli 2019, dan ketidak hadirannya tersebut 

tanpa alasan sah menurut hukum;  

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah menyerahkan alat bukti surat berupa : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat,  yang 

dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor, tertanggal 31 Mei 2019. 

Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan 

dengan aslinya, bukti P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1231/122/IX/2013 bertanggal 17 

September 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx Kota 

Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah 

dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2; 

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak yang dikeluarkan oleh 

Disdukcapil Kabupaten Bogor, tertanggal 31 Mei 2019, Bukti surat 

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata  sesuai, bukti P.3; 

 

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat 

menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut; 

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula 

menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah 

sumpah yaitu:  

1. Reminda Sagala bin Jonatan Sagala : 

-  Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan 

Pemohon sebagai ibu kandung Penggugat;  

 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri  

telah dikaruniai satu orang anak bernama Keenan Sakhi Pratama umur 5 

tahun;  

 Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya 

rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018, sudah tidak 

rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  

 Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah 

sejak awal nikah, Penggugat yang menanggung nafkah keluarga, Tergugat 

tidak bertanggung jawab kepada keluarga;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah 

selama kurang lebih Maret 2019; 

 Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak; 

 Bahwa anak yang bernama Keenan Sakhi Pratama sejak kecil disuh oleh 

Penggugat, sekarang sekolah di TK pun yang membayai Pengggat, Terggat 

tidak pernah membiayai; 

 

2. Torianah Simatupang binti Muda Simatupang : 

-  Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan 

Pemohon sebagai tante Penggugat;  

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah 

menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon  

telah dikaruniai satu orang anak Keenan Sakhi Pratama umur 5 tahun;  

 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya 

rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun tahun 2018, 

sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;  

 Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah 

sejak awal nikah, Penggugat yang menanggung nafkah keluarga, Tergugat 

tidak bertanggung jawab kepada keluarga;  

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah 

selama kurang lebih Maret 2019; 

 Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil; 

 Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak; 

 Bahwa anak yang bernama Keenan Sakhi Pratama sejak keci disuh oleh 

Penggugat, sekarang sekolah di TK pun yang membayai Pengggat, Terggat 

tidak pernah membiayai; 

 

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat 

menyatakan tidak mengajukan pertanyaan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara 

lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan; 

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis 

hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan 

perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 

 

Pertimbangan Hukum 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat/Kuasa Hukumnya 

dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut 

dinyatakan sah; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan 

tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya 

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 

ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 

131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak 

berhasil;  

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk 

mediator yang bernama Firdaus, S.H. untuk mendamaikan Penggugat dengan 

Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil 

(gagal); 

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan Penggugat, Tergugat 

tidak pernah hadir lagi sedangkan kepadanya telah dipetintahkan dan dipanggil 

untuk hadir di persidangan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan 

keoada orang lain sebgai kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alas 

an yang sah menurut hukum; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui 

pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tahun 2018 antara 

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam 

rumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat tidak memberi nafkah sejak 

awal nikah, Penggugat yang menanggung nafkah keluarga, Tergugat tidak 

bertanggung jawab kepada keluarga dan puncaknya pada bulan awal tahun 

2019 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat beripa bukti 

P.1, P.2 dan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi KTP, fotokopi 

Duplikat Akta Nikah dan fotokopi Akta Kelahiran, masing-masing adalah akta 

otentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos serta telah 

sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf 

a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. 

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh 

karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan mengikat ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbuki 

Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, oleh karenanya Pengadilan 

Agama Cibinong secara kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan 

mengadilinya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti 

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah 

secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai legal standing (alas hak) 

untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat; 

  Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi 

yang memberikan keterangan di bawah sumpah; 

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat 

yaitu Reminda Sagala bin Jonatan Sagala dan Torianah Simatupang binti Muda 

Simatupang, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah 
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sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh 

karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan 

sebagai bukti; 

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan 

persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan 

karena Tergugat tidak memberi nafkah sejak awal nikah, Penggugat yang 

menanggung nafkah keluarga, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada 

keluarga dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 

2019, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling 

berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga 

sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan 

Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta 

dipersidangan; 

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah 

menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal 

mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak 

telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi 

bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk 

mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan 

mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak 

kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan 

fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau 

mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan 

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat;           
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Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu 

unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan 

batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan 

tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian 

majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah 

pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang 

dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat 

Ar-Ruum ayat 21; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan 

Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam 

rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan 

Tergugat telah pisah rumah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil 

gugatannnya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud 

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 

huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat 

dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan 

talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan buktu P.3, terbukti Keenan Sakhi 

Pratama lahir 19 Januari 2014 adalah anak dari perkawinan Penggugat dan 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi 

Penggugat bahwa anak tersebut sejak kecil diasuh oleh Penggugat, sekarang 

sekolah TK yang membiayai adalah Penggugat, Tergugat tidak pernah 

membiayainya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum 

Islam disebutkan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, (a) Pemeliharaan 
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anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; 

(b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.”;  

Menimbang, bahwa sedangkan anak bernama Keenan Sakhi Pratama  

lahir tanggal 19 Januari 2014 atau berusia 5 tahun 7 bulan, atau belum 

mumayyiz. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a di atas,  pemeliharaan 

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan 

dalil-dalil alasan tuntutan hak asuh di dalam gugatannya, oleh karenanya 

gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara 

sebagaimana tercantum dalam amar putusan; 

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan 

dan peraturan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara 

ini; 

 

M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2.   Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat  terhadap Penggugat;   

3.   Menetapkan seorang anak yang bernama Keenan Sakhi Pratama, 19 

Januari 2014 berada di bawah pengasuhan / hadanah Penggugat sebagai 

ibu kandung;   

4.   Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);   

 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. 
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sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. 

Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis 

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu 

oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa 

Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat; 

 

 Anggota-Anggota, Ketua Majelis, 

 

 Ttd. Ttd. 

 Dra. Hj. Eni Zulaini Drs. Kuswanto, S.H., M.H. 

 

 Ttd. 

 Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. 

  Panitera Pengganti, 

 

  Ttd. 

  Maksum, S.Ag. 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,- 

-  Biaya Proses : Rp 50.000,- 

-  Panggilan : Rp 485.000,- 

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,- 

-  Redaksi : Rp 10.000,- 

-  Meterai : Rp 6.000,- 

J u m l a h : Rp 601.000,- 

(enam ratus satu ribu rupiah); 

 

Catatan: 

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal ................... 
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Salinan Putusan ini sesuai dengan asli, 

Panitera Pengadilan Agama Cibinong 

 

 

H. Dede Supriadi, S.H., M.H. 
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